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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaturan Hak 
Keluarga Korban Menuntut Ganti Rugi Dalam Kasus Pembunuhan Menurut 
KUHPerdata”, ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri 
dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
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Saya menyerahkan skripsi dan hasil penelitian didalamnya menjadi milik fakultas 
hukum Universitas Pancasakti Tegal serta memberikan ijin untuk merecovery dan 
mempublikasikan dalam bentuk jurnal baik atas nama saya ataupun tidak 
melibatkan saya.  
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dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini. 
 



















“Masa muda bukanlah masa dalam kehidupan, tetapi suatu 
keadaan pikiran. Kamu setua keraguan, ketakutan, 
keputusasaanmu. Agar tetap muda, jagalah keyakinan, 









“Tujuan akhir kehidupan adalah untuk menikmati dan 
mencicipi pengalaman yang paling hebat, serta meraih 
pengalaman-pengalaman baru yang lebih kaya dengan 
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TEGUH RAHARJO, 5116500192, “PENGATURAN HAK KELUARGA 
KORBAN MENUNTUT GANTI RUGI DALAM KASUS PEMBUNUHAN 
MENURUT KUHPERDATA” 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap prinsip ganti kerugian dalam 
Pasal 1370 KUH Perdata sesuai dengan prinsip ganti kerugian dalam konsep 
perbuatan melanggar hukum dalam KUH Perdata, dan konsep ganti kerugian 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan 
menganalisis sejauhmana penerapan hak menuntut ganti kerugian dalam Pasal 
1370 KUH Perdata.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tegal. Penulis melakukan wawancara 
terhadap beberapa hakim di Pengadilan Negeri Tegal. Data lainnya diperoleh 
melalui data primer yang merupakan perundang-undangan terkait dan data 
sekunder yang merupakan publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan 
dokumen resmi yang berhubungan dengan ganti kerugian. Berdasarkan analisis 
hukum terhadap fakta dan data tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa 
prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perdata telah sesuai dengan prinsip 
ganti kerugian dalam konsep perbuatan melanggar hukum dan konsep ganti 
kerugian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Walaupun telah diatur 
jelas dalam Pasal 1370 KUH Perdata, penerapan hak menuntut ganti kerugian ini 
tidak pernah ditemukan di masyarakat, sehingga perlu dikembangkan layanan 
yang maksimal oleh para penegak hukum atau lembaga terkait kepada keluarga 
korban tersebut sehingga keluarga korban pembunuhan tersebut dapat 
memperjuangkan haknya. 
 








TEGUH RAHARJO, 5116500192, "REGULATION OF VICTIMS 'FAMILY 
RIGHTS DEMANDING LOSS OF LOSS IN THE CASE OF MURDER 
ACCORDING TO THE KUHPERDATA” 
 
This study aims to uncover the principle of compensation in Article 1370 of 
the Civil Code in accordance with the principle of compensation in the concept of 
unlawful acts in the Civil Code, and the concept of compensation in Law Number 
31 of 2014 concerning Amendment to Law Number 13 of 2006 concerning 
Protection of Witnesses and Victims, and analyze the extent of the application of 
the right to claim compensation in Article 1370 of the Civil Code. 
This research was conducted in Tegal City. The author conducted interviews 
with several judges at the Tegal District Court. Other data obtained through 
primary data which is related legislation and secondary data which are 
publications about the law that are not official documents relating to 
compensation.  
Based on a legal analysis of the facts and data, the authors conclude that the 
principle of compensation in Article 1370 of the Civil Code is in accordance with 
the principle of compensation in the concept of violating the law and the concept 
of compensation in Law Number 31 of 2014. Although it has been clearly 
regulated in Article 1370 of the Civil Code, the application of the right to claim 
compensation is never found in the community, so it is necessary to develop 
maximum services by law enforcers or related institutions to the victims' families 
so that the families of the victims of the killings can fight for their rights. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia di dalam hidupnya membutuhkan rasa aman. Aman berarti 
bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, dan dapat memenuhi 
kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu manusia 
mengharapkan kepentingan-kepentingannya itu dilindungi terhadap konflik, 
gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang 
kepentingan dirinya dan kehidupan bersama.  
Manusia dalam hidupnya tidak bisa hidup dengan kehendak bebasnya 
sendiri, melainkan ada aturan yang harus diperhatikan sehingga manusia 
dalam menjalani hidupnya, terutama hidup bermasyarakat sebagai mahluk 
sosial, manusia dapat merasakan keamanan, kenyamanan, kedamaian, 
ketertiban, keadilan dan kesejahteraan sebagai konsekuensi logis 
dilaksanakannya pedoman hidup berupa norma-norma yang mengatur, salah 
satunya norma hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan 
manusia tidak lepas atau selalu dilingkupi oleh hukum.  
Banyak peristiwa hukum yang sering timbul dalam kehidupan 
bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum pidana dan hukum 
perdata. Namun kaitan kedua lapangan hukum ini ada hal yang sangat Jelas 




keduanya mempunyai hubungan yang erat, seperti pengertian dari Wirjono 
Prodjodikoro1. 
Hubungan ini dapat bersifat positif dalam arti, bahwa suatu perbuatan 
dari jenis ini dapat dikenakan baik hukuman perdata maupun 
hukuman pidana, dan juga dapat bersifat negatif dalam arti, bahwa 
suatu perbuatan dari jenis ini hanya dapat dikenakan hukuman 
perdata, dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana.  
 
Dengan demikian suatu perbuatan perdata, ada yang hanya termasuk 
perbuatan hukum perdata saja dan ada juga suatu perbuatan hukum perdata 
yang juga termasuk perbuatan hukum pidana. Persoalan semacam ini sering 
dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menafsirkan 
apakah perbuatan tersebut termasuk lapangan hukum pidana dan/atau 
hukum perdata.  
Kejahatan sebagai salah satu tindak pidana merupakan bagian yang 
tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan dapat timbul di mana 
saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi 
hampir pada setiap lapisan masyarakat. Oleh karena sifatnya yang 
merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha 
untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Salah satu 
kejahatan yang dapat menganggu keseimbangan hidup, keamanan, dan 
ketertiban dalam masyarakat adalah pembunuhan.  
Secara umum pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan atau 
tingkah laku manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
                                                 
1 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Eresco, 




Hilangnya nyawa korban tersebut berimbas kepada keluarga korban, 
terutama bagi keluarga korban yang biasa mendapatkan nafkah dari korban 
pembunuhan tersebut. Dengan meninggalnya korban pembunuhan maka 
tentu saja keluarga korban tersebut akan kehilangan sumber nafkah atau 
dengan kata lain menderita kerugian karena kehilangan sumber nafkah tadi. 
Oleh karena keluarga dari korban pembunuhan merupakan pihak yang 
menderita kerugian sehingga dapat meminta ganti kerugian, dan hukum 
menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan hak dari keluarga 
korban tersebut. Akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum adalah 
kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang 
yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut2. 
Pengaturan mengenai hak menuntut ganti kerugian oleh keluarga korban 
diatur dalam Pasal 1370 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:  
Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang 
hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau 
orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si 
korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai 
menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut 
keadaan.  
Pasal ini hampir tidak pernah didengar pelaksanaannya melalui 
pengadilan. Walaupun pasal ini memberikan hak kepada orang-orang yang 
di bawah tanggung jawab tunjangan nafkah dari korban pembunuhan untuk 
                                                 
2 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Jakarta : Citra 




menuntut ganti kerugian kepada pelaku pembunuhan (baik yang dilakukan 
dengan sengaja maupun karena kurang hati-hati), namun hampir tidak 
pernah terdengar adanya gugatan perdata mengenai hal tersebut. Padahal, 
hak untuk menuntut ganti kerugian yang diatur dalam pasal ini sebenarnya 
sama halnya dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu 
perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain3.  
Ganti kerugian atas korban meninggal bagi keluarga korban bukannya 
tidak menimbulkan perdebatan. Manusia pada dasarnya tidak ingin 
kehilangan orang yang dikasihinya. Bahkan kalaupun ganti kerugian itu 
sangat tinggi nominalnya, secara hati nurani tidak akan cukup untuk 
mengganti hilangnya orang tersayang. Dengan demikian ganti kerugian atas 
korban meninggal semestinya tidak dilihat sebagai nilai kompensasi, 
sebagaimana ganti kerugian pada umumnya.  
Ganti kerugian bisa ditemukan pada nilai kompensasi atas cedera 
psikis yang diderita pihak penggugat, atau setidaknya pengakuan salah dari 
pihak yang telah berbuat salah atau lalai sehingga mengakibatkan 
meninggalnya korban, dan bukan pada nilai kompensasi atas meninggalnya 
korban. Oleh karena sensitivitasnya permasalahan tersebut, maka lahirnya 
tuntutan dari pihak keluarga korban meninggal tersebut dikaitkan dengan 
nilai kompensasi nyawa kemungkinan karena melahirkan putusnya nafkah 
bagi keluarga korban tersebut. Ini berdasar pada pemikiran bahwa secara 
moral, menentukan nilai nominal tertentu untuk nyawa seseorang, adalah 
                                                 
3 Ahmadi Miru dan Sakka Pati. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 




tidak masuk akal adanya, sehingga kemungkinan makna dari Pasal 1370 
KUH Perdata adalah kompensasi atas putusnya nafkah keluarga korban.  
Dari uraian di atas, hubungan keluarga korban dengan pelaku 
pembunuhan merupakan suatu hubungan yang bersifat keperdataan, 
sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan keluarga korban melalui 
gugatan yang bersifat perdata. Sekali lagi ingin mengulangi pengertian 
sebagai penegas bahwa walaupun hak tersebut dengan jelas diatur dalam 
Pasal 1370 KUH Perdata, namun masih sangat jarang ditemui praktiknya di 
dalam kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat.  
Walaupun telah diatur dalam Pasal 1370 KUH Perdata, ganti kerugian 
kepada keluarga korban pembunuhan juga diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Inisiatif lahirnya 
Undang-Undang Perlindungan Bagi Saksi dan Korban bukan datang dari 
aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi 
dengan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok 
masyarakat yang memiliki pandangan bahwa korban sudah saatnya 
diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang 
yang masih tergolong baru tersebut selain memberikan hak kepada korban 
tindak pidana, juga memberikan hak kepada keluarga korban, khususnya 
dalam penelitian ini adalah keluarga korban pembunuhan. Undang-Undang 
ini memberikan hak kepada keluarga korban pembunuhan untuk menuntut 




tetapi, walau telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, masih saja belum 
pernah ditemui penerapannya dalam kasus pembunuhan.  
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terdapat beberapa isu 
hukum yang perlu dianalisis yaitu mengenai hak ganti kerugian oleh 
keluarga korban dan pada kondisi apa saja keluarga korban dapat menuntut 
ganti kerugian atas kasus pembunuhan. Hal tersebut guna memastikan hak 
ganti kerugian yang diperoleh keluarga korban apakah telah memenuhi 
prinsip ganti kerugian.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 
penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perdata sesuai 
dengan prinsip ganti kerugian dalam konsep perbuatan melanggar 
hukum dalam KUH Perdata, dan konsep ganti kerugian dalam 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban?  
2. Bagaimana penerapan hak menuntut ganti kerugian sesuai dengan 









C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Mengungkap prinsip-prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH 
Perdata sesuai dengan prinsip ganti kerugian dalam konsep perbuatan 
melanggar hukum dalam KUH Perdata, dan konsep ganti kerugian 
dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. 
2. Menganalisis penerapan hak menuntut ganti kerugian sesuai dengan 
Pasal 1370 KUHPerdata 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan 
manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap 
bentuk kepastian hukum dari hak keluarga korban menuntut ganti kerugian 
atas kasus pembunuhan, serta lebih memperjelas unsur-unsur yang harus 
dipenuhi keluarga korban untuk menuntut ganti kerugian atas kasus 
pembunuhan. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini ini dapat dijadikan sebagai masukan 




dengan kasus pembunuhan, khususnya dalam memahami proses ganti 
kerugian keluarga korban pembunuhan.  
 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis sebagai berikut: 
1. Buku dengan judul “Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, 
Terpidana Dalam Perspektif Hak Azasi dan Tanggung Jawab 
Negera”. Oleh Dr. Haeranah S.H., M.H. Buku ini membahas 
Tanggung Jawab Negara yang harus memberikan perlindungan 
kepada setiap orang walaupun orang tersebut berstatus tersangka, 
terdakwa atau terpidana, termasuk perlindungan apabila menjadi 
korban dalam proses peradilan pidana.” Perbedaan dari penelitian 
penulis, penulis membahas mengenai ganti rugi bagi korban terutama 
keluarga dalam kasus pembunuhan berdasarkan KUHPerdata dan UU 
LPSK. 
2. Skripsi Retno Yuniyanti, yang berjudul Tinjauan Hukum Mengenai 
Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan 
Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. 
Telekomunikasi Selular). Skripsi Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia ini membahas tentang perbuatan melawan hukum, tujuan 
utama ganti kerugian adalah sedapat mungkin mengembalikan 




semula apabila tifak terjadi perbuatan melawan hukum. Dimana 
terjadi kesulitan pada pelaksanaan penetapan besarnya ganti rugi yang 
pantas dan sesuai dengan kerugian yang di derita akibat perbuatan 
melawan hukum. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah kasus 
yang mengawali yang menyebabkan pihak keluarga korban menuntut 
ganti rugi secara perdata kepada pelaku akibat hilangnya orang yang 
menjadi tulang punggung keluarga. 
3. Skripsi Fatkhul Wasuk, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 
Semarang yang berjudul Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi 
Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam. Skripsi ini 
membahas ganti rugi korban salah tangkap adalah merupakan hak 
seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa 
imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun 
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut 
cara yang diatur dalam KUHAP, baik dari proses penyidikan, 
pemeriksaan berkas acara perkara oleh jaksa atau pada saat hakim 
menjatuhkan vonis hukuman. Apabila pada proses awal terjadi 
kesalahan atau terjadi hal-hal diluar prosedur maka pada tingkat 
selanjutnya akan terjadi kesalahan, sehingga sangat mungkin terjadi 






F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 
atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 
mengambil data langsung dokumen.4 Selain itu, penelitian 
kepustakaan juga merupakan salah satu metode pengumpulan data 
dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang memerlukan 
pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan 
kemampuan tertentu dari pihak peneliti.5 Metode deskriptif ini 
dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat 
memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti6. 
2. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. 
Penelitian normatif adalah Penelitian hukum ini merupakan penelitian 
hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data 
sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan7. 
Maka, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua 
undang-undang dan regulasi yang bersangkut dengan isu hukum, dan 
                                                 
4 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filfasat, Teori dan Praktik), 
Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 147. 
5 Wikipedia, Penelitian Lapangan, 
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan#cite_note-Field-2, diakses pada hari Jumat, 18 
Mei 2019 pukul 00.08 WIB.  
6 Soerjono Soekanto, 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hlm. 43 
7 Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan 




pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menelusuri konsep-
konsep ganti kerugian. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 
Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti 
diambil dan diolah dari bahan dokumen kepustakaan8. Untuk 
mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan 
dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan 
hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang 
berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa 
peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek 
penelitian. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-
undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU 
No. 31 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008. Juga doktrin-
doktrin hukum yang membahas mengenai ganti kerugian secara 
umum dan khususnya ganti kerugian yang timbul dari perbuatan 
melanggar hukum berkaitan dengan kasus pembunuhan. 
 
                                                 




b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang 
erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat 
memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, sehingga 
dapat membantu untuk proses analisis. Sekunder terdiri dari 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi 
buku-buku teks, kamus hukum, dan artikel-artikel yang 
berkaitan dengan ganti kerugian. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis 
teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, studi bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview9. 
Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, 
maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :  
1) Studi Pustaka : Mempelajari peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, jurnal 
ilmiah, dansurat kabar yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Dikumpulkan melalui literatur, dokumen, dan dengan 
                                                 




mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang hak 
menuntut ganti rugi dalam KUHPerdata. 10 
2) Wawancara : adalah  teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 
bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat 
memberikan keterangan pada si peneliti11. Kemudian untuk 
mempermudah pengumpulan data melalui teknik ini, maka 
wawancara dapat dilakukan kepada 2 orang yaitu informan dan 
reponden.  
Dimaksud dengan responden ialah individu yang oleh 
pewawancara ingin mengetahui informasi mengenai diri dari 
responden itu sendiri seperti pendiriannya, sikapnya, serta 
pandangannya terhadap isu tertentu12. Dalam teknik wawancara ini 
akan dilakukan pengumpulan data melalui Informan. Wawancara ini 
diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait para pihak 
yang berkaitan dengan penelitian ini.  
 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif. 
Deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan 
                                                 
10 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta, 
hlm 63. 
11 Mardalis. 2010. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara. 
hlm. 64 




secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan 
kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek 
hukum yang berlaku.  
 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang 
masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, 
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika laporan penelitian. 
Bab II Kajian Pustaka. Bab ini membahas mengenai korban kejahatan, ganti 
rugi karena perbuatan melanggar hukum, tuntutan ganti kerugian dari 
berbagai sumber atau referensi. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, membahas prinsip-
prinsip ganti kerugian dalam KUHPerdata dan UU LPSK dan 
Penerapan Pasal 1370 KUHPerdata. 
Bab IV Penutup. Pada bab ini membahas kesimpulan yang merupakan 
jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah 








A. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan 
1. Pengertian Korban 
Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum 
dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan UU 
No.13 Tahun 2006) yang mengatur bahwa korban adalah seseorang 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana13. 
Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:  
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri 
sendri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 
sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang 
menderita14. 
 
Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk 
kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban 
Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut:  
Orang yang secara individu maupun kelompok telah menderita 
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan 
emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata 
                                                 
13 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di 
Indonesia, dalam Rena Yulia, Viktimologi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm.49. 
14 Arif Gosfita, Masalah Korban Kejahatan, dalam Rena Yulia, Viktimologi, Yogyakarta: 




terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) 
maupun karena kelalaian (by omission)15. 
 
Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak 
hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga 
kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir 
semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini 
tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun 
mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara 
emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai 
penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang 
sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian16. 
Pengertian korban sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 
deklarasi prinsip-prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice 
for Victims of Crime and Abuse of Power) menyebutkan,  
Victims means persons who, individually or collectively have 
suffered harm, including physical or mental injury, emotional 
suffering, economic loss or substansial impairment of their 
fundamental right, throught acts or ommiisions that are in 
violation of criminal laws operative within member states, 
including those law proscribe criminal abuse of power17. 
 
                                                 
15 Theo van Boven, Mereka yang Menjadi Korban, dalam Rena Yulia, Viktimologi, 
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.50. 
16 Ibid 
17 Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana 
Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, dalam Rena Yulia, Viktimologi, Yogyakarta: Graha 




Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah yang 
didefinisikan oleh South Carolina Govemor’s Office of Executive 
Policy and Programs Columbia, yaitu:  
“Victims means a person who suffer direct or threatened 
physical, psychological, or financial harm as the result of a 
crime against him. Victim also includes the person’s is 
deceased, a minor, incompetent was a homicide victim and/or is 
physically or psychologically incapacitated.18”  
 
Dari pengertian di atas, pengertian korban sangatlah luas karena 
bukan hanya korban yang menderita langsung, tetapi termasuk juga 
orang yang menderita kerugian psikis, dan menderita kerugian 
keuangan akibat hasil dari kejahatan tersebut, dari pengertian tersebut 
keluarga korban pembunuhan masuk dalam kategori orang yang 
menderita kerugian psikis dan bahkan menderita kerugian keuangan 
jika korban pembunuhan tersebut adalah sumber nafkah dari keluarga 
korban pembunuhan tersebut, sehingga keluarga korban pembunuhan 
juga termasuk dalam kategori korban.  
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 Pasal 1 angka 3 dan 
Pasal 1 angka 5 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi 
Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat 
mendefinisikan korban sebagai berikut:  
Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosinal, kerugian 
ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau 
perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.  
                                                 




Crime dictionary memberikan definisi korban sebagai berikut, 
person who has injured mental or physical suffering, loss of property 
or death resulting from an accrual or attempted criminal offense 
commited by another19. 
Menurut Cohen, korban adalah whose pain and suffering have 
been neglected by state while it spends immense resource to hunt 
down and punish the offender who is responsible for that pain and 
suffering20.  
Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu21 : 
1. Yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya; 
3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4. Yang lebih bersalah dari pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal 





                                                 
19 Ibid. dalam Rena Yulia, Viktimologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.51. 
20 Chaerudin & Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum 
Pidana Islam, Jakarta: Grhadhika Press, , 2004, hlm.2. 




Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa 
tipologi korban, yaitu22: 
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.  
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu.  
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan.  
4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban.  
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri. 
 
Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu 
sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu 
menjadi tujuh bentuk, yaitu23: 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
                                                 
22 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi, Jakarta: 
Djambatan, 2007, hlm.124. 




potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab 
sepenuhnya berada di pihak korban.  
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. 
Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri 
korban dan pelaku secara bersama-sama.  
3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar 
yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas 
plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. 
Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada 
pelaku.  
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, 
dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial 
korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban 
terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena 
tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang 
tidak berdaya.  
5. Socially weak victims adalah korban yang tidak 
diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti 




itu, pertanggungjawaban secara penuh terletak pada 
penjahat atau masyarakat.  
6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Untuk itu pertanggungjawaban sepenuhnya 
terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku 
kejahatan.  
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstelasi politik. 
 
Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan 
sebagai berikut 24: 
1. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau 
perorangan (bukan kelompok); 
2. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya 
badan hukum.  
3. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.  
4. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui 
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan 
suatu produksi.  
                                                 




Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban 
yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga 
mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. 
Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan 
suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan 
anaknya, dan lainnya. 
 
2. Hak-Hak Korban 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian 
tertentu, korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai 
seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 
UU No. 13 Tahun 2006, yang mengatur bahwa korban berhak untuk :  
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;  
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan 
dan dukungan keamanan;  
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;  
d. Mendapat penerjemah;  
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;  
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;  




h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. Mendapat identitas baru;  
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;  
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan;  
l. Mendapat nasihat; dan/atau 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir.  
 
Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak 
untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu 
hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materil 
maupun nonmateril bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. 
Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen 
hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi 
komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan 
regional hak asasi manusia25. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu 
mencakup26 : 
a. Mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian 
ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan 
memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf 
                                                 
25 Theo Van Boven, Op.cit, dalam Rena Yulia, Viktimologi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, 
hlm. 55. 





keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan 
delikuensi tersebut.  
b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau 
diberi restitusi karena tidak memerlukannya). 
c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya 
bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan 
tersebut.  
d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.  
e. Mendapat hak miliknya kembali.  
f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku 
bila melapor dan menjadi saksi.  
g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum. 
h. Mempergunakan upaya hukum (rechtmidden).  
 
Deklarasi prinsip-prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan juga menetapkan beberapa hak korban 
(saksi) agar lebih mudah. Akan tetapi dalam penyelesaian perkara 
pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak 
tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak 
ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum 
yang memadai, baik perlindungan yang sifarnya immateriil maupun 
materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang 




kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam 
memerjuangkan haknya adalah kecil27. 
 
3. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan 
Hukum 
Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan 
dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban 
kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan 
terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang 
adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. 
Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terinci mengenai bentuk 
perlindungan korban, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan 
dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang 
pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Kurangnya 
perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban, 
bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif kepada petugas, bahkan 
ada kemungkinan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan 
dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat28.  
Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan 
secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga 
internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh 
perhatian yang serius. Pentingnnya perlindungan korban kejahatan 
                                                 
27 Rena Yulia, Op.cit. hlm.56. 




memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya 
Declaration of Basic Principals of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil dari The Sevent United 
Nation Congress on the Prevention of Crime and Treatment of 
Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 198529. 
Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk 
perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu30 : 
a. Acces to justice and fair treatment  
Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa 
hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-
mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian. 
Mekanisme-mekanisme administratif dan hal tentang pengadilan 
harus dibentuk dan diperkuat di mana perlu memungkinkan 
korban-korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui 
prosedur-prosedur formal atau informal yang bersifat cepat dan 
efisien, adil, dapat diakses dan yang murah.  
Kebutuhan korban yang berkaitan dengan proses 
pengadilan diantaranya:  
1) Memberitahu korban dari peran mereka dan lingkup 
pemilihan waktu dan kemajuan dari cara bekerja dan 
disposisi kasus-kasus mereka, terutama kejahatan-
                                                 





kejahatan yang serius dilibatkan dan mereka sudah 
meminta informasi.  
2) Korban didengar keinginannya untuk dipertimbangkan.  
3) Bantuan yang tepat kepada korban sepanjang proses 
hukum.  
4) Memperlakukan korban dengan baik dan menjamin 
keselamatan keluarga korban dan saksi dari ancaman dan 
intimidasi.  
5) Menghindari penundaan dalam mengabulkan putusan 
korban. 
b. Restitution  
Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggungjawab 
untuk mengganti kerugian kepada korban, keluarga atau orang 
yang bergantung pada korban. Penggantian kerugian seperti itu 
termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian 
yang diderita dan pemulihan hak-hak.  
c. Compensation  
Kompensasi diberikan kepada korban oleh pelaku. Akan 
tetapi pada saat pelaku tidak sanggup untuk membayar maka 
kompensasi itu harus dibayar oleh Negara. Korban yang 
mendapat kompensasi, yaitu: (1) Korban yang menderita luka 
fisik maupun psikis akibat dari kejahatan yang berbahaya; (2) 




d. Assistance  
Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial, dan 
psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintahan 
atau masyarakat. Korban harus dijamin kesehatannya. 
 
Indonesia sebagai Negara hukum, juga memiliki aturan 
mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan 
disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada 
tahun 2006. Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan 
Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib 
dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan 
kebutuhan31. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses 
peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. 
Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena 
masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban 
bahkan sebagai pelaku kejahatan. Mengacu pada Declaration of Basic 
Principals of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh 
PBB, maka beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu32 :  
a. Ganti kerugian. Dilihat dari kepentingan korban, dalam 
konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu 
pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala 
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biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan 
pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi 
kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian 
dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan 
dan dirasakan sebagai sesuatu uang konkrit dan langsung 
berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.  
Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajban 
mengganti kerugian, yaitu 33: (a) Meringankan penderitaan 
korban; (b) Sebagai unsur yang meringankan hukuman 
yang akan dijatuhkan; (c) Sebagai salah satu cara 
merehabilitasi terpidana; (d) Mempermudahkan proses 
peradilan; (e) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi 
masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.  
Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway di atas, bahwa 
pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara 
terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut 
diberikan ganti kerugian karena ada pula korban, baik 
langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu 
kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban 
dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara 
finansial maupun sosial.  





Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk 
mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban 
sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur 
pelaksanaanya adalah dengan diberikannya kesempatan 
kepada korban untuk mengembangkan hak dan 
kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program 
pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya 
merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, 
baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, 
pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan 
pidana.  
b. Restitusi (restitution). Restitusi lebih diarahkan pada 
tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan 
oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah 
menanggulangi semua kerugian yang yang diderita 
korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan 
jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam 
merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial 
pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial 
lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti 
kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status 
korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat 




c. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat 
dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya 
gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat 
dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan 
solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan Negara 
bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk 
melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami 
musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai 
bentuk santunan uang sama sekali tidak tergantung 
bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang 
dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari 
pemerintah atau dana umum. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian Karena Melanggar Hukum 
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum 
Undang-undang sendiri dalam KUH Perdata tidak memberikan 
perumusan mengenai apa itu perbuatan melanggar hukum, sehingga 
harus dicari dalam doktrin dan yurisprudensi. Memang, kalau 
mendengar kata “perbuatan melanggar hukum”, yang pertama-tama 
muncul dalam benak adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Namun perlu 
diingat bahwa ternyata Pasal 1365 KUH Perdata langsung berbicara 
tentang tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar 




pelaku, tanpa ia sendiri mengatakan apa itu tindakan melanggar 
hukum.  
Istilah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig daad) 
sebelumnya diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang 
bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-
undang atau tiap perbuatan yang bertetangan dengan kewajiban 
hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.  
Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan 
alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan 
melanggar hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan 
undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan 
dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang 
diwajibkan dalam pergaulan masyarakat. Perbuatan melanggar hukum 
telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-
perbuatan salah satu dari berikut34 : 
(a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.  
(b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya 
sendiri.  
(c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.  
(d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau 
keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.  
 
                                                 




Perbuatan Melanggar Hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga 
Pasal 1380 KUH Perdata. Meskipun pengaturan perbuatan melanggar 
hukum dalam KUH Perdata hanya 15 pasal, tetapi kenyataan 
menunjukkan bahwa gugatan perdata di pengadilan didominasi oleh 
gugatan perbuatan melanggar hukum disamping gugatan wanprestasi. 
Terminologi perbuatan melanggar hukum merupakan terjemahan dari 
kata onrechtmatige daad (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris 
dikenal dengan istilah tort.  
Perbuatan melanggar hukum lebih diartikan sebagai sebuah 
perbuatan melukai (injur) daripada pelanggaran terhadap kontrak 
(breach of contract). Apalagi perbuatan melanggar hukum umumnya 
tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual. Perbuatan 
melanggar hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas 
dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melanggar hukum 
tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan 
dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan 
dari perbuatan melanggar hukum bertujuan untuk melindungi dan 
memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan35. 
Selanjutnya dilihat pendirian dari Mahkamah Agung di Negeri 
Belanda (Hooge Raad) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 yang 
                                                 





sangat terkenal dalam kasus Cohen lawan Lindenbaum, yang pada 
pokoknya menafsirkan, bahwa “perbuatan melanggar hukum bukan 
saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang, tetapi meliputi juga perbuatan 
atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan 
dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan 
kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat 
perihal memerhatikan kepentingan orang lain”36. 
Subekti juga menulis kembali mengenai putusan Hooge Raad  
tanggal 31 Januari 1919, menulis “onrechtmatig” tidak saja perbuatan 
yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan 
yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam 
pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain37. 
Perbuatan melanggar hukum mengandung pengertian yang luas, 
bukan saja perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan 
hukum, melainkan juga yang langsung melanggar norma-norma lain, 
seperti kesusilaan, sopan-santun dan adat kebiasaan, jika dengan 
perbuatan itu ada kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang 
lain. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, jika seseorang telah 
melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti 
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kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan 
mengganti kerugian. 
2. Ganti Kerugian 
Istilah ganti kerugian dipakai dalam hukum perdata yang timbul 
sebagai akibat dari “wanprestasi” dan “perbuatan melanggar hukum”. 
Wanprestasi berarti tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban 
yang sebagaimana mestinya telah diperjanjikan dalam hukum. Ganti 
kerugian akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur 
“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 
karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut’’.  
Akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum adalah 
timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus ditanggung 
oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti 
kerugian tersebut. Sebenarnya hukum yang mengatur mengenai ganti 
kerugian perdata sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Dalam 
Lex Aquilia salah satu undang-undang yang berlaku di zaman 
Romawi, konsep ganti kerugian ini justru dapat terbaca dalam chapter 
pertamanya, yang mengatur sebagai berikut 38:  
Jika seseorang secara melanggar hukum membunuh seorang 
budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatang 
                                                 




ternak berkaki 4 (empat) milik orang lain, maka pembunuhnya harus 
membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang didapati 
oleh properti tesebut tahun lalu. Ganti kerugian tersebut menjadi 
berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya39. 
Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti kerugian dalam hukum 
dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut 40: 
a. Konsep ganti kerugian karena wanprestasi kontrak.  
b. Konsep ganti kerugian karena perikatan berdasarkan 
undang-undang termasuk ganti kerugian karena perbuatan 
melanggar hukum.  
 
C. Tinjauan Umum Tentang Tuntutan Ganti Kerugian 
1. Tuntutan Ganti Kerugian Secara Perdata 
Berbicara mengenai tuntutan ganti kerugian secara Perdata, 
maka yang menjadi dasar tuntutannya adalah Pasal 1365 KUH 
Perdata. Demikian pula dalam pasal-pasal lainnya, diatur juga ganti 
kerugian tersebut, antara lain Pasal 1367, 1370, 1371, dan 1372 KUH 
Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai ganti kerugian 
khusus, yakni ganti kerugian khusus terhadap kerugian yang timbul 
dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti 
kerugian yang terbit dari suatu perbuatan melanggar hukum, selain 
dari ganti kerugian dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga 
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menyebutkan pemberian ganti kerugian terhadap hal-hal sebagai 
berikut:  
a. Ganti kerugian untuk semua perbuatan melanggar hukum (Pasal 
1365).  
b. Ganti kerugian untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain 
(Pasal 1366 dan Pasal 1367).  
c. Ganti kerugian untuk pemilik binatang (Pasal 1368).  
d. Ganti kerugian untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 
1369).  
e. Ganti kerugian untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang 
yang dibunuh (Pasal 1370).  
f. Ganti kerugian karena orang yang telah luka atau cacat anggota 
badan (Pasal 1371).  
g. Ganti kerugian karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai 
dengan Pasal 1380).  
Untuk model ganti kerugian yang disebut terakhir tersebut, Pasal 
1370, Pasal 1371, Pasal 1372, Pasal 1373 dan Pasal 1374 bahkan 
merinci cara menghitung ganti kerugian dan model-model ganti 
kerugian yang dapat dituntut oleh pihak korban. Di samping itu, 
dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum, 
khususnya perbuatan melanggar hukum terhadap tubuh orang, maka 
ganti kerugian dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-




a) Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya 
pengobatan dan rumah sakit.  
b) Luka atau cacat terhadap tubuh korban.  
c) Adanya rasa sakit secara fisik.  
d) Sakit secara mental, seperti stres, sangat sedih, rasa bermusuhan 
yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan mental/jiwa 
lainnya.  
 
Ganti kerugian dalam perdata dapat dibagi ke dalam dua jenis, 
yaitu ganti kerugian wanprestasi atau cidera janji dan ganti kerugian 
perbuatan melanggar hukum (PMH). Perbedaan dari keduanya adalah 
sebagai berikut41:  
1. Ditinjau dari sumber terjadinya,  
a. Wanprestasi: (1) Timbul dari perikatan akibat perjanjian; 
(2) Harus ada perjanjian antara kedua belah pihak, menurut 
syarat sahnya perjanjian; (3) Penggugat cukup 
menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian 
yang dilanggar; (4) Terjadinya sejak lewat waktu yang 
disepakati dalam perjanjian.  
b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) : (1) Timbul dari UU 
karena perbuatan yang dilarang; (2) Penggugat harus 
membuktikan semua unsur perbuatan melanggar hukum 
                                                 




termasuk adanya unsur kesalahan yang diperbuat tergugat. 
(3) Terjadinya sejak perbuatan yang dilakukan oleh orang 
atau badan hukum menimbulkan kerugian bagi pihak lain.  
 
2. Ditinjau dari bentuknya,  
a. Wanprestasi: Keterlambatan, tidak sesuai dengan isi 
perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian, melakukan 
yang menurut perjanjian dilarang.  
b. PMH: Perbuatan melanggar kewajiban hukumnya, atau 
melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar 
kesusilaan atau melanggar kepatutan, ketelitian, dan 
kehati-hatian.  
 
3. Ditinjau dari timbulnya hak menuntut,  
a. Wanprestasi: Diawali dengan adanya pernyataan atau 
peringatan lalai dengan teguran (somasi) dari kreditur.  
b. PMH: Tidak perlu adanya peringatan atau teguran berupa 
somasi. Begitu terjadi kerugian akibat PMH, maka 
langsung timbul hak untuk menuntut ganti kerugian.  
 
4. Ditinjau dari tuntutan ganti kerugian,  
a. Wanprestasi:  (1) Perhitungan ganti kerugian dihitung 




kerugian telah diatur secara rinci oleh Pasal 1246 
KUHPerdata, yaitu: Kerugian yang diderita kreditur; 
Keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian 
dilaksanakan sebagaimana mestinya; Ganti kerugian 
bunga; (3) Harus terinci.  
b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) : (1) Perhitungan ganti 
kerugian dihitung sejak saat diajukan gugatan PMH; (2) 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata; (3) 
Dapat pula diperhitungkan jumlah ganti kerugian berupa 
pemulihan keadaan. (4) Penggantian kerugian dinilai 
menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, 
dan menurut keadaan. (5) Penilaian terhadap besarnya 
ganti kerugian tergantung pada kebijaksanaan hakim.  
 
5. Ditinjau dari akibat akhirnya,  
a. Wanprestasi: Pelaksanaan prestasi dan/atau ganti kerugian.  
b. PMH: Pemulihan keadaan seperti semula dan/atau ganti 
kerugian.  
 
Kedudukan dari korban perbuatan melanggar hukum berbeda 
dengan pihak korban yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi 
oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani 




mengambil risiko-risiko tertentu, termasuk risiko kerugian yang terbit 
dari kontrak tersebut, sehingga ganti kerugian yang diberikan 
kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya 
bagi korban dari perbuatan melanggar hukum, yang sama sekali tidak 
pernah terpikir akan risiko dari perbuatan melanggar hukum, yang 
kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa 
diperhitungkan sama sekali. Oleh karena pihak korban dari perbuatan 
melanggar hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama 
sekali tidak pernah berpikir tentang risiko tersebut, maka seyogianya 
dia lebih dilindungi, sehingga ganti kerugian yang berlaku kepadanya 
lebih luas dan lebih tegas berlakunya42. 
 
2. Ganti Kerugian Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum. 
Akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum adalah 
timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh 
orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian 
tersebut. Bentuk dari ganti kerugian terhadap perbuatan melanggar 
hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut43 : 
(a) Ganti kerugian nominal. Jika adanya perbuatan melanggar 
hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur 
kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi 
korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang 
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tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa 
sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti 
kerugian nominal.  
(b) Ganti kerugian kompensasi (compensatory damages) merupakan 
ganti kerugian yang merupakan pembayaran kepada korban atas 
dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak 
korban dari suatu perbuatan melanggar hukum. Karena itu, ganti 
kerugian seperti ini disebut juga dengan ganti kerugian aktual. 
Misalnya, ganti kerugian atas segala biaya yang dikeluarkan 
oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, 
termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama 
baik, dan lain-lain.  
(c) Ganti kerugian penghukuman (punitive damages) merupakan 
suatu ganti kerugian dalam jumlah besar yang melebihi dari 
jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti 
kerugian tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. 
Ganti kerugian penghukuman ini layak diterapkan terhadap 
kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya 
diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa 
rasa perikemanusiaan.  
Bila ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum 
berlakunya lebih keras, sedangkan ganti kerugian karena kontrak lebih 




sebab di dalam dunia yang telah berperadaban tinggi, seseorang 
haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian 
bagi orang lain. Oleh karena itu, bagi pelaku perbuatan melanggar 
hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah 
mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam bentuk ganti kerugian. 
 
3. Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
Ganti kerugian juga diatur dalam hukum pidana yaitu dalam 
Pasal 14C KUHP dan dalam Pasal 95-101 KUHAP. Dalam KUHAP, 
ganti kerugian hanya berkaitan dalam hal terjadi kekeliruan dalam 
tindakan hukum oleh penyelenggara penegak hukum baik karena 
kesalahan dalam penerapan hukum maupun kesalahan tentang orang 
yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana. Oleh karena itu 
Pasal 95-101 KUHAP hanya membahas mengenai ganti kerugian dan 
rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa, bukan kepada korban, 
khususnya dalam bahasan ini keluarga korban.  
Dalam system peradilan pidana terdapat dua model sistem 
peradilan pidana yaitu Due Process Model (DPM) dan Crime Control 
Model (CCM). Model penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia 
menggunakan Crime Control Model (CCM) sehingga dalam sistem ini 




selama mengikuti alur sistem yang sudah ditetapkan KUHAP. 
Sedangkan Crime Control Model (CCM) mengedepankan efektifitas 
dari suatu proses peradilan pidana. Perbedaan dari sistem peradilan 
tersebut, yaitu 44: 
1. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) mendekati konsep 
Crime Control Model (CCM) yang memiliki ciri-ciri:  
a. Fungsi yang terpenting dari proses pidana adalah 
memberantas adanya tindak pidana;  
b. Proses pidana diharapkan menjadi proses yang efektif 
dalam memilih tersangka, menentukan kesalahannya dan 
menjamin para criminal itu disingkirkan dari kehidupan 
masyarakat secepatnya;  
c. Dengan efisiensi dimaksudkan bahwa dalam proses pidana 
itu memiliki kemampuan untuk dengan cepat menangkap 
penjahat, mengadilinya, menghukumnya dan 
memenjarakannya dalam jumlah yang besar.  
2. KUHAP mendekati konsep Due Process Model (DPM) yang 
memiliki ciri-ciri:  
a. Pada setiap tahap terdapat halangan untuk memproses 
tersangka lebih lanjut;  
b. Tidak terlalu mempercayai kemampuan penyidik dan 
penuntut umum karena manusia memiliki kemampuan yang 
                                                 




terbatas untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi dan 
pengamatan mereka seringkali dipengaruhi oleh emosi 
dengan mengejar pengakuan tersangka maupun saksi 
melalui berbagai cara. Dengan demikian terjadinya human 
error harus mendapat perhatian yang seksama.  
Sistem peradilan tersebut yang menyebabkan KUHAP lebih 
fokus mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa sehingga 
dibutuhkan aturan tersendiri bagi korban tindak pidana untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan korban tindak 
pidana. Mengenai perlindungan terhadap korban dari tindak pidana itu 
sendri diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan 
UU No. 31 Tahun 2014), dalam Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa 
korban tindak pidana atau kejahatan mempunyai hak untuk:  
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;  
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan;  
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;  




e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;  
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  
h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;  
i. dirahasiakan identitasnya;  
j. mendapat identitas baru;  
k. mendapat tempat kediaman sementara;  
l. mendapat tempat kediaman baru; 
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan;  
n. mendapat nasihat hukum;  
o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
Perlindungan berakhir; dan/atau  
p. mendapat pendampingan.  
Sedangkan aturan mengenai ganti kerugian terhadap korban 
terdapat dalam Pasal 7 yang mengatur:  
Pasal 7A  
(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:  
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau 
penghasilan; 
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang 
berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; 
dan/atau  





(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan LPSK.  
(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum 
atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap melalui LPSK.  
(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum 
untuk dimuat dalam tuntutannya.  
(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk 
mendapat penetapan.  
(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi 
diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli 
waris Korban.  
 
Pasal 7B  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan 
pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
 
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 7B UU No. 31 Tahun 2014, 
maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan 
Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan PP 






Ketentuan mengenai restitusi diatur dalam Pasal 20 sampai 
Pasal 22 PP No. 44 Tahun 2008. Pasal-pasal tersebut mengatur:  
Pasal 20  
(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.  
(2) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana yang 
dimaksud Ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau 
kuasanya dengan surat kuasa khusus.  
(3) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (2)diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada 
pengadilan melalui LPSK.  
 
Pasal 21  
Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau 
setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Artinya, korban dapat melakukan permintaan penggabungan 
perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP melalui LPSK.  
 
Pasal 22  
(1) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 memuat sekurang-kurangnya:  
a. Identitas pemohon;  
b. Uraian tentang tindak pidana;  
c. Identitas pelaku tindak pidana;  
d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan  





(2) Permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud pada 
Ayat (1) harus dilampiri:  
a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat 
yang berwenang;  
b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban 
atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat 
yang berwenang;  
c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan 
dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau 
pihak yang melakukan perwatan atau pengobatan;  
d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal 
dunia;  
e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia;  
f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila 
permohonan diajukan oleh keluarga; dan  
g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi 
diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.  
 
(3) Apabila pemohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam 
Ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan 




BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Prinsip-Prinsip Ganti Kerugian Dalam KUHPerdata 
1. Prinsip Ganti Kerugian Dalam Perbuatan Melanggar Hukum 
Pasal 1365 KUH Perdata 
Dalam KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak 
mengatur secara rinci tentang ganti kerugian tertentu, atau tentang 
salah satu aspek dari ganti kerugian, maka hakim mempunyai 
kebebasan untuk menerapkan ganti kerugian tersebut sesuai dengan 
asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak 
penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena 
penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat 
mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti 
kerugian.38 Untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan 
Perbuatan Melanggar Hukum, maka suatu perbuatan melanggar 
hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut45 : 
a. Adanya suatu perbuatan. 
b. Perbuatan tersebut melanggar hukum. 
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.  
d. Adanya kerugian bagi korban.  
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 
                                                 






Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan 
melanggar hukum tersebut, yaitu sebagai berikut46 : 
1. Adanya suatu perbuatan.  
Suatu perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu perbuatan 
dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan 
perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti 
aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya 
tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum 
untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang 
berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu 
kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melanggar hukum, 
tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada 
juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang 
terdapat dalam kontrak.  
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum.  
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melanggar hukum. 
Sejak tahun 1919, unsur melanggar hukum ini diartikan dalam 
arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:  
a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;  
                                                 




b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; 
atau  
c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si 
pelaku; atau  
d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode 
zeden); atau  
e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang 
lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het 
maatschappelijik verkeer betaamt ten aanzien van anders 
person of goed).  
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.  
Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar 
Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi 
mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur 
kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan 
tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict 
liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada 
Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu 
diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict 
liability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH 




Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya 
unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melanggar 
hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur 
kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum 
mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan 
tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut:  
(a) Ada unsur kesengajaan, atau  
(b) Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan  
(c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht-
vaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela 
diri, tidak waras, dan lain-lain.  
Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu 
dipersyaratkan unsur “kesalahan” di samping unsur “melanggar 
hukum” dalam suatu perbuatan melanggar hukum, apakah tidak 
cukup dengan unsur “melanggar hukum” saja. Untuk menjawab 
pertanyaan ini, berkembang tiga aliran sebagai berikut:  
a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melanggar 
hukum saja. Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur 
melanggar hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah 
inklusif unsur kesalahannya di dalamnya, sehingga tidak 




melanggar hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut 
misalnya oleh Van Oven.  
b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja. 
Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur 
kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan 
melanggar hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan 
lagi unsur “melanggar hukum” terhadap suatu perbuatan 
melanggar hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut 
misalnya oleh Van Goudever.  
c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melanggar 
hukum maupun unsur kesalahan. Aliran ketiga ini 
mengajarkan bahwa suatu perbuatan melanggar hukum 
mesti mensyaratkan unsur melanggar hukum dan unsur 
kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melanggar hukum 
saja belum tentu mencakup unsur kesalahan.  
Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Meyers. 
Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan 
melanggar hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan 
hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum 
menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang 
untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang 




Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah 
hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal 
dan wajar”. Dilihat dari unsur perbuatan melanggar hukum 
yang dianut oleh Indonesia dalam Pasal 1365 KUH Perdata, 
maka Indonesia menganut aliran yang mengatakan bahwa 
diperlukan, baik unsur melanggar hukum dan unsur 
kesalahan. Dalam penelitian ini yang membahas Pasal 1370 
KUH Perdata, menekankan kasus pembunuhan yang dapat 
dituntut ganti kerugian oleh keluarga korban pembunuhan 
tersebut. Dalam Pasal 1370 KUH Perdata tersebut 
mengandung unsur kesalahan, maka pasal tersebut tidak 
akan terpenuhi jika tidak memiliki unsur kesalahan, 
sehingga Indonesia menganut aliran unsur melanggar 
hukum dan unsur kesalahan. 
4. Adanya kerugian bagi korban (schade)  
Adanya kerugian bagi korban (schade) juga merupakan syarat 
agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat 
dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi 
yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena 
perbuatan melanggar hukum di samping kerugian materil, 
yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang 




5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan 
kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu 
perbuatan melanggar hukum. 
  
Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu 
teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab 
akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah 
“fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab 
yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab 
secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat 
tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melanggar 
hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai 
“but for” atau ´sine qua non”.  
Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang 
sangat mendukung ajaran akibat faktual ini. Selanjutnya, agar lebih 
praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum 
yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” 
(proximate cause). Proximate cause merupakan bagian yang paling 
membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam 
hukum tentang perbuatan melanggar hukum. Kadang-kadang, untuk 
penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan 




Pasal 1365 KUH Perdata tidak membeda-bedakan para korban, 
asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan 
hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik 
hubungan sebab akibat yang faktual (sine qua non), maupun sebab 
akibat kira-kira (proximate cause). Kategori yuridis pihak korban dari 
perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut:  
1. Pihak korban itu sendiri. Sebagai kaidah umum, 
sebagaimana terlihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, 
siapapun yang menderita kerugian, maka orang tersebut 
yang berhak atas ganti kerugian, dan dapat meminta bahkan 
menggugatnya ke pengadilan atas pembayaran ganti 
kerugian yang dimaksud.  
2. Penerima nafkah. Disamping ketentuan dalam Pasal 1365 
KUH Perdata tersebut, khusus terhadap perbuatan 
melanggar hukum (sengaja atau lalai) yang menyebabkan 
matinya korban, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 
1370 KUH Perdata, yang berhak atas ganti kerugian 
tersebut adalah pihak yang lazimnya mendapat nafkah dari 
korban.  
3. Keluarga sedarah garis lurus dan suami/istri. Terhadap 
perbuatan melanggar hukum yang berupa penghinaan atau 
menjatuhkan nama baik seseorang, maka jika perbuatan 




meninggal dunia, maka menurut Pasal 1375 KUH Perdata, 
pihak yang berhak menuntut ganti kerugian adalah 
suami/istri, orang tua, kakek/nenek, anak dan cucu.  
4. Ahli waris pada umumnya.  
Selain dari pihak korban atau pengganti korban dari perbuatan 
melanggar hukum yang berhak atas ganti kerugian seperti tersebut di 
atas, maka hak yang didapat karena ganti kerugian tersebut turun pula 
kepada ahli warisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris yang 
berlaku. 
 
2. Prinsip Ganti Kerugian Dalam Pasal 1370 KUH Perdata 
Seperti yang telah dijelaskan bahwa penerima nafkah termasuk 
dalam kategori yuridis pihak korban dari perbuatan melanggar hukum 
dan diatur dalam Pasal 1370 KUH Perdata. Perbuatan melanggar 
hukum yang menyangkut nyawa seseorang berupa pembunuhan 
dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang dan 
menyebabkan kematian bagi korban tersebut dalam Pasal 1370 KUH 
Perdata dinamakan moedwillige of onvoorzichtige doodslag47. 
Korban dari pembunuhan tersebut tidak mungkin dinamakan 
menderita suatu kerugian, oleh karena korban tersebut telah 
meninggal dan tidak dapat merasakan sesuatu lagi, sehingga yang 
menderita kerugian akibat pembunuhan tersebut adalah keluarga 
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korban pembunuhan itu sendiri. Maka jika dihubungkan dengan UU 
No. 31 Tahun 2014, keluarga korban juga termasuk dalam kategori 
korban. Dengan demikian pengertian korban dalam UU No.31 Tahun 
2014 lebih luas daripada yang tercantum dalam KUH Perdata.  
Unsur-unsur dari Pasal 1370 KUH Perdata adalah sebagai 
berikut:  
a. Pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-
hatinya seorang;  
b. Suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si 
korban yang lazim mendapatkan nafkah dari pekerjaan si 
korban;  
c. Dapat menuntut ganti rugi; 
d. Dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah 
pihak;  
e. Menurut keadaan.  
Jika kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1370 KUH Perdata 
dihubungkan dengan kekayaan dari korban pembunuhan, maka dapat 
diasumsikan bahwa setiap orang menderita kerugian dari kematian 
keluarganya. Namun dalam Pasal 1370 KUH Perdata 
mengklasifikasikan 3 (tiga) golongan keluarga yang menderita 
kerugian dari meninggalnya keluarga korban tersebut, yaitu:  
a. Suami atau istri dari korban pembunuhan;  




c. Orang tua dari korban pembunuhan.  
Hanya tiga golongan keluarga tersebut berdasarkan Pasal 1370 
KUH Perdata diberi hak untuk menuntut ganti kerugian. Namun dari 
tiga golongan keluarga yang dapat menuntut ganti kerugian tersebut, 
masih dibatasi lagi oleh Pasal 1370 KUH Perdata, yaitu dibatasi pada 
keluarga yang biasanya menerima nafkah dari penghasilan korban, 
sehingga dari ketiga golongan tersebut, mereka yang dalam kehidupan 
sehari-harinya tidak tergantung pada nafkah dari penghasilan korban, 
mereka dianggap tidak menderita kerugian nafkah akibat matinya 
korban pembunuhan tersebut. Maksud dari Pasal 1370 KUH Perdata 
ini hanya memberikan hak kepada ketiga golongan keluarga tersebut 
untuk menuntut ganti kerugian atas putusnya nafkah. 
Pasal 1370 KUH Perdata mengatur bahwa jumlah ganti kerugian 
harus ditetapkan dengan mengingat kedudukan dan kekayaan kedua 
belah pihak. Pihak pertama dalam hal ini pelaku pembunuhan adalah 
yang berwajib memberikan ganti kerugian, pihak kedua dalam hal ini 
keluarga korban pembunuhan yang berhak menuntut ganti kerugian, 
sehingga dapat diasumsikan bahwa pihak pertama (pelaku 
pembunuhan) adalah pihak yang memiliki kekayaan yang lebih 
daripada kekayaan pihak kedua, sebab jika pelaku pembunuhan 
tersebut adalah orang yang tidak mampu dalam hal keuangan atau 
dapat dikatakan seorang yang miskin, maka pelaku tersebut bisa saja 




Unsur terakhir adalah jumlah ganti kerugian tersebut harus 
ditetapkan dengan mengingat keadaan. Maksudnya bukanlah keadaan 
dari kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, oleh karena sudah 
disebutkan di atas48. Yang dimaksud harus ditetapkan dengan 
mengingat keadaan adalah jumlah ganti kerugian dapat dikurangi, 
kalau kesalahan dari pelaku kurang berat, atau kalau si korban tersebut 
melakukan tindakan yang menyebabkan meninggalnya korban 
tersebut. Keadaan tersebut nantinya akan dilihat pada pembuktian, dan 
hakim yang akan menilai keadaan tersebut.  
 
3. Prinsip Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2014 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan 
hukum pidana materil seharusnya memaparkan secara jelas mengenai 
hak-hak dari korban tindak pidana. Ganti kerugian sebagai hak dari 
korban tindak pidana hanya diatur dalam Pasal 14C KUHP. 
Selebihnya tidak ada aturan mengenai ganti kerugian dalam KUHP. 
Sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yang merupakan hukum pidana formil, cenderung lebih 
memerhatikan dan melindungi hak-hak dari tersangka/terdakwa. Hal 
tersebut wajar saja karena hukum pidana formil digunakan untuk 
menegakkan hukum pidana materil. Dalam hukum pidana materil, 
                                                 




tidak dengan jelas mengatur hak-hak dari korban tindak pidana, 
khususnya dalam hal ganti kerugian.  
Pengaturan tentang ganti kerugian hanya terdapat dalam Pasal 
14c Ayat (1) KUHP, yang mengatur:  
Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali jika 
dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum 
bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana, hakim dapat 
menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu 
tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus 
mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh 
tindak pidana tadi.  
 
Ketentuan di atas menyiratkan bahwa ada perlindungan tidak 
langsung yang diberikan undang-undang kepada korban kejahatan. 
Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim 
dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan 
terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan 
tetapi, ternyata aspek ini sifatnya perlindungan tidak langsung karena 
sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah 
terbatas, bergantung kepada penilaian hakim.  
Hakikatnya, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat 
menurut Pasal 14c KUHP, hakim dapat menetapkan syarat khusus 
berupa mengganti kerugian akibat tindak pidana sehingga seolah-olah 
ganti kerugian tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. 




diterapkan dalam praktik karena mengandung beberapa kelemahan, 
antara lain 49: 
a. Penetapan ganti kerugian ini tidak dapat diberikan oleh 
hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana 
pokok, ia hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat, jadi 
hanya sebagai syarat khusus untuk tidak menjalani pidana 
pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;  
b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini pun 
hanya diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara 
paling lama satu tahun atau pidana kurungan;  
c. Syarat khusus berupa ganti kerugian ini pun menurut KUHP 
hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.  
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHP tersebut tidak termasuk 
dalam bahasan ini. Sama halnya dengan KUHAP, secara normatif 
KUHAP hanya memerhatikan hak-hak tersangka/terdakwa, tanpa 
memberi ruang kepada korban untuk memerjuangkan hak-haknya. 
KUHAP sebagai landasan hukum terkait dengan prosedur penegakan 
hukum di Indonesia belum mengatur secara signifikan mengenai 
perlindungan saksi dan korban sehingga perlindungan dan perhatian 
atas hak-hak terhadap tersangka/terdakwa masih lebih dominan.  
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Dalam hal terjadi kekeliruan dalam tindakan hukum oleh 
penyelenggara penegak hukum baik karena kesalahan dalam 
penerapan hukum maupun terjadi eror in persona50, maka akan 
muncul adanya korban pelanggaran hukum atau tindak pidana bukan 
oleh pelaku kejahatan yang sesungguhnya tetapi oleh penegak 
hukumnya sehingga yang terjadi hal tersebut adalah merupakan 
penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melampaui batas 
wewenang oleh penyelenggara Negara dan atau penegak hukum. Oleh 
karena itu ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam KUHAP 
hakikatnya merupakan ketentuan tentang perlindungan hukum 
terhadap diri tersangka/terdakwa atas tindakan penegak hukum karena 
kekeliruan penerapan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Bukan 
perlindungan terhadap korban kejahatan. 
Timbul pertanyaan, bagaimana dengan aturan yang mengatur 
mengenai hak-hak dari korban kejahatan?. Agustus 2006 Presiden 
Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut menjadi tonggak sejarah 
bagi bangsa Indonesia dalam hal perlindungan terhadap hak-hak 
korban tindak pidana. Oleh karena masih ada kelemahan-kelemahan 
dalam Undang-Undang tersebut maka pada Oktober 2014 disahkan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban. Dalam bagian mengingat UU No. 31 Tahun 2014, 
dicantumkan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209)”. Artinya UU No. 31 Tahun 2014 lahir untuk melengkapi aturan 
yang belum ada dalam KUHAP, yaitu aturan mengenai hak-hak dari 
korban tindak pidana. Sehingga UU No. 31 Tahun 2014 ini menjadi 
aturan yang dapat digunakan oleh korban tindak pidana untuk 
memerjuangkan hak-haknya.  
Dalam UU No. 31 Tahun 2014, ganti kerugian oleh pelaku 
kejahatan terhadap korban atau keluarganya disebut dengan restitusi. 
Aturan mengenai restitusi terdapat dalam Pasal 7A Ayat (1) UU No. 
31 Tahun 2014 yang mengatur bahwa korban tindak pidana berhak 
memperoleh Restitusi berupa:  
a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;  
b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang 
berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau  
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.  
 
Pasal 7A Ayat (1) huruf (a) sangat berkaitan dengan Pasal 1370 
KUH Perdata bahwa ganti kerugian yang dapat diterima oleh keluarga 




penghasilan akibat dari meninggalnya keluarga yang biasa menafkahi 
keluarga korban tersebut.  
 
Selanjutnya dalam Pasal 7A Ayat (6) diatur:  
Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi 
diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris 
Korban.  
 
Pasal 7A Ayat (6) tersebut memperjelas bahwa ganti kerugian 
tersebut diberikan kepada keluarga korban, akan tetapi tidak 
menjelaskan secara rinci bahwa meninggalnya korban tersebut 
diakibatkan karena pembunuhan atau meninggal karena luka yang 
diderita akibat menjadi korban penganiayaan. Tetapi hal tersebut dapat 
menjadi tolak ukur bahwa dalam kasus pembunuhan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia, maka restitusi diberikan 
kepada keluarga korban tersebut karena tidaklah mungkin restitusi 
diberikan kepada korban yang meninggal tersebut, sehingga 
memperkuat bahwa UU No. 31 Tahun 2014 ini menjadi aturan yang 
dapat diterapkan berdasarkan prinsip dalam Pasal 1370 KUH Perdata.  
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, 
kompensasi maupun restitusi tersebut kemudian diatur dalam PP No. 
44 Tahun 2008. Dalam PP No. 44 Tahun 2008, tututan ganti kerugian 
oleh keluarga korban pembunuhan diatur pada Pasal 20 sampai Pasal 




keluarga korban pembunuhan dapat digolongkan dalam restitusi. Pasal 
1 Ayat (5) PP No. 44 Tahun 2008, mengatur:  
Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban 
atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa 
pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk 
kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk 
tindakan tertentu.  
 
Hal-hal yang terkait dengan ketentuan sebagaimana tersebut di 
atas, pengajuan permohonan restitusi atau ganti kerugian dapat 
dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :  
(1) Apabila permohonan diajukan setelah pelaku dinyatakan 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap maka LPSK 
menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan 
pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang51.  
(2) Apabila permohonan diajukan sebelum pelaku dinyatakan 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap (sebelum tuntutan 
dibacakan) maka LPSK menyampaikan permohonan 
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Dari prinsip-prinsip ganti kerugian di atas maka dapat diketahui 
bahwa prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perdata tersebut 
sesuai dengan prinsip ganti kerugian dalam konsep perbuatan 
melanggar hukum dalam KUH Perdata juga dengan prinsip ganti 
kerugian dalam UU No. 31 Tahun 2014. Dalam KUHAP tidak diatur 
mengenai hak dari korban khususnya keluarga korban untuk menuntut 
ganti kerugian. Di dalam ketentuan KUHAP tersebut, pengaturan 
tentang tuntutan ganti kerugian bukannya diperuntukkan bagi korban 
tindak pidana, tetapi justru diperuntukkan bagi tersangka/terdakwa 
yang dirugikan kepentingannya karena adanya kesalahan atau 
kekeliruan penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Juga dalam 
KUHAP hanya mengatur mengenai mekanisme bagaimana keluarga 
korban dapat melakukan penggabungan perkara perdata dengan 
perkara pidana. Hal itupun tergantung dari hakim untuk menetapkan 
apakah perkara tersebut dapat dilakukan penggabungan perkara 
perdata dan perkara pidananya.  
Dalam UU No. 31 Tahun 2014 sangat jelas diatur hak korban 
khususnya keluarga korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK). Apalagi dalam hal pembunuhan, restitusi diberikan 
kepada keluarga korban, sehingga UU No. 31 Tahun 2014 ini menjadi 
aturan yang dapat digunakan oleh keluarga korban pembunuhan untuk 




sehingga sangat memenuhi prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 
KUH Perdata.  
 
B. Faktor-faktor Tidak Adanya Penerapan Pasal 1370 KUH Perdata 
Seperti yang telah dipaparkan  bahwa Pasal 1370 KUH Perdata ini 
hampir tidak pernah didengar penerapannya dalam kasus pembunuhan. Hal 
tersebut dipertegas oleh beberapa hakim Pengadilan Negeri Tegal yang 
mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan kasus keluarga 
korban pembunuhan menuntut ganti kerugian terhadap pelaku atas 
meninggalnya korban tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa Hakim Pengadilan Negeri Tegal diperoleh keterangan bahwa 
selama ini belum pernah ditemui tuntutan ganti kerugian oleh keluarga 
korban berdasarkan Pasal 1370 KUH Perdata. Hal tersebut kemungkinan 
dikarenakan beberapa faktor53:  
a. Tidak pernah ada permintaan dari keluarga korban pembunuhan 
untuk mengajukan penggabungan perkara karena selama ini 
sebagian besar keluarga korban pembunuhan awan terhadap 
hukum, sehingga tidak mengetahui bahwa Pasal 1370 KUH 
Perdata dapat diterapkan melalui penggabungan perkara, dan 
biasanya keluarga korban merasa puas dengan penjatuhan 
pidana yang diberikan kepada pelaku pembunuhan tersebut.  
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b. Pengadilan harus melihat perkara tersebut merupakan 
kewenangan untuk mengadili atau bukan.  
c. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara 
khusus mengatur tentang pelaksanaan Pasal 1370 KUH Perdata.  
 
Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tegal 
diketahui juga bahwa karena alasan budaya dari masyarakat yang 
berkembang bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya, maka menurut 
hakim, para keluarga korban cenderung lebih memilih pelaku dihukum mati 
daripada membiarkan pelaku hidup di penjara. Ada juga keluarga korban 
yang sudah puas jika pelaku pembunuhan tersebut sudah dipenjara dengan 
pidana maksimal sehingga niat untuk menuntut ganti kerugian menjadi tidak 
ada. Selain dari beberapa faktor di atas, diketahui juga bahwa ketidaktahuan 
dari keluarga korban bisa saja disebabkan karena mereka tidak diberitahu 
oleh pihak polisi bahwa mereka dapat menuntut pelaku pembunuhan 
tersebut.  
Pasal 1370 KUH Perdata ini merupakan hak, maka tidaklah wajib 
untuk diterapkan sehingga kemungkinan pihak polisi juga belum pernah 
mendengar penerapannya. Bisa saja tidak diberitahukannya keluarga korban 
oleh polisi tentang hak menuntut terhadap pelaku pembunuhan adalah 




tersebut dimiliki oleh keluarga korban dan diatur dalam Pasal 1370 KUH 
Perdata54. 
Salah satu unsur utama dalam Pasal 1370 KUH Perdata adalah hak 
menuntut ganti kerugian oleh keluarga korban pembunuhan. Jadi jika 
keluarga korban pembunuhan tersebut tidak menggunakan haknya untuk 
menuntut ganti kerugian kepada pelaku pembunuhan maka Pasal 1370 KUH 
Perdata tersebut tidak akan dapat diterapkan. Ketidaktahuan dari keluarga 
korban menjadi salah satu faktor tidak adanya penerapan dari Pasal 1370 
KUH Perdata. Hal tersebut juga dikarenakan keluarga korban tersebut awam 
terhadap hukum. Sehingga data di atas memperkuat argumentasi dari hakim 
Pengadilan Negeri Tegal mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak 
adanya tuntutan ganti kerugian oleh keluarga korban terhadap pelaku 
pembunuhan.  
Seandainya para keluarga korban pembunuhan mengetahui bahwa 
mereka dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku pembunuhan, maka 
dalam setiap kasus pembunuhan bisa saja ditemui gugatan perdata 
disamping perkara pidana kepada pekaku pembunuhan tersebut.  
Jika dulu keluarga korban pembunuhan tersebut mengetahui bahwa 
mereka dapat menuntut, maka dalam kasus pembunuhan, akan banyak 
ditemui penerapan Pasal 1370 KUH Perdata. Apabila para pelaku 
pembunuhan tersebut juga mengetahui bahwa mereka dapat dituntut ganti 
kerugian tanpa menghilangkan tanggung jawab pidananya, kemungkinan 
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kasus pembunuhan dapat berkurang karena hak keluarga korban menuntut 
ganti kerugian bisa menjadi senjata ampuh untuk mengurungkan niat pelaku 
untuk membunuh.  
Unsur yang juga penting dalam penerapan Pasal 1370 KUH Perdata 
ialah bahwa keluarga korban yang dapat menuntut ganti kerugian adalah 
keluarga korban yang benar-benar merugi dari segi putusnya nafkah akibat 
meninggalnya penopang hidupnya. Jadi jika keluarga korban tersebut tidak 
merugi dari segi putusnya nafkah, maka unsur Pasal 1370 KUH Perdata ini 
tidak terpenuhi.  
Banyak korban pembunuhan adalah penopang hidup dari keluarga 
yang ditinggalkan sehingga dapat dipastikan bahwa keluarga korban 
tersebut menderita kerugian putusnya nafkah. Dari hasil wawancara dengan 
beberapa keluarga korban pembunuhan yang ditemui diketahui bahwa 
semua keluarga korban tersebut menderita putusnya nafkah akibat 
meninggalnya keluarga mereka yang biasa menafkahinya. Bimantara, pria 
berumur 66 tahun ini kehilangan anak satu-satunya karena pembunuhan. 
Anaknya yang bekerja sebagai pegawai perbankan tersebut menjadi sumber 
nafkah bagi kehidupannya bersama istri. Pekerjaan Bimantara dan istrinya 
tiap hari hanya berkebun dan berternak sehingga kehidupan mereka berdua 
sangatlah bergantung kepada anak satu-satunya itu yang telah meninggal. 
Andai saja Bimantara dapat mengetahui bahwa ia memiliki hak untuk 




menggunakan Pasal 1370 KUH Perdata sebagai aturan yang mengatur jelas 
mengenai haknya tersebut.  
Kemudian Inarah, ibu berumur 43 tahun ini hidup bersama dua orang 
anaknya. Suami dan salah seorang anaknya menjadi korban pembunuhan 
karena masalah sengketa tanah yang pernah dihadapi oleh keluarganya. 
Almarhum suami yang dulu selalu menjadi penopang hidup sebagai 
pegawai rumah sakit di Tegal, kini telah tiada. Penghasilan dari Inarah 
sendiri kurang mencukupi untuk biaya hidup dan pendidikan dua orang 
anaknya yang masih hidup. Seandainya saja Inarah mengetahui bahwa ia 
dapat memerjuangkan haknya dengan menuntut ganti kerugian akibat 
kehilangan nafkah, maka kemungkinan beban yang ia tanggung untuk 
pendidikan dua orang anaknya tidak akan seberat saat ini.  
Selanjutnya Darwih, seorang ayah yang kehilangan anaknya karena 
dibunuh oleh tetangganya yang sedang mabuk. Darwih kehilangan salah 
seorang anaknya yang menjadi penopang hidupnya karena istri dari Darwih 
telah meninggal. Sekarang Darwih hidup bersama dua orang anaknya yang 
telah bekerja. Andai saja Darwih kedua orang anaknya belum bekerja maka 
ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dikarenakan Darwih 
sendiri tidak mempunyai pekerjaan tetap. Andai saja Pasal 1370 KUH 
Perdata ini diketahui oleh Darwih, maka bisa saja ia memerjuangkan haknya 
di pengadilan dan menuntut si pelaku pembunuhan55. 
                                                 




Dari keterangan beberapa keluarga korban di atas, dapat diasumsikan 
bahwa semua keluarga korban tersebut selain menderita kerugian psikis 
akibat meninggalnya anggota keluarganya, juga menderita kerugian materil 
dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sudah sepantasnya Pasal 1370 
KUH Perdata menjadi pasal yang harus dipertimbangkan oleh penegak 
hukum dalam setiap kasus pembunuhan. Pasal tersebut bisa saja 
meringankan keluarga korban dalam hal kehilangan nafkah karena tidak 
kecil kemungkinan semua keluarga korban pembunuhan tidak mengetahui 








A. Kesimpulan  
Dari data yang dikumpulkan setelah dianalisis, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Dalam konsep perbuatan melanggar hukum tidak membeda-bedakan 
para korban, asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut 
terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang 
dilakukan. Kategori yuridis pihak korban dari perbuatan melanggar 
hukum adalah pihak korban itu sendiri, penerima nafkah, keluarga 
sedarah garis lurus dan suami/istri, dan ahli waris pada umumnya. 
Penerima nafkah termasuk dalam kategori yuridis pihak korban dari 
perbuatan melanggar hukum, sehingga prinsip ganti kerugian dalam 
Pasal 1370 KUH Perdata sangatlah sesuai dengan prinsip ganti 
kerugian dalam prinsip perbuatan melanggar hukum. Juga dalam UU 
No. 31 Tahun 2014 sangatlah jelas dalam Pasal 7A Ayat (6) jika 
korban tersebut meninggal dunia, maka restitusi diberikan kepada 
keluarga korban. Prinsip ganti kerugian atau yang disebut restitusi 
dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini sangatlah sesuai dengan Pasal 1370 
KUH Perdata yang menjunjung tinggi hak keluarga korban dalam hal 




2. Tidak ditemuinya penerapan dari Pasal 1370 KUH Perdata dalam 
kasus pembunuhan menjadikan Pasal 1370 KUH Perdata menjadi 
pasal yang asing didengar. Ada beberapa faktor kemungkinan 
penyebab tidak adanya penerapan Pasal 1370 KUH Perdata, yaitu 
tidak pernah ada permintaan dari keluarga korban pembunuhan untuk 
menuntut ganti kerugian atas kasus pembunuhan terhadap pelaku 
pembunuhan tersebut, tergantung sikap pengadilan dalam hal 
kewenangan untuk mengadili, dan belum adanya peraturan 
perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang 
pelaksanaan Pasal 1370 KUH Perdata. Faktor-faktor tersebut 
dikuatkan dengan hasil penelitian di lapangan yang mendapatkan 
bahwa dari semua keluarga korban yang diwawancarai, belum tahu 
mengenai adanya upaya hukum yang dapat mereka perjuangkan untuk 
mengganti kerugian akibat kehilangan nafkah karena meninggalnya 
keluarga mereka tersebut. Sehingga gugatan terhadap pelaku 
pembunuhan tersebut tidak pernah terdengar adanya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian penulis saran/rekomendasi yang dapat 
diberikan terhadap keluarga korban pembunuhan dalam memerjuangkan 
haknya adalah sebagai berikut:  
1. Hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 merupakan bukti kepedulian Negara 




tersebut menjadi aturan yang memenuhi prinsip ganti kerugian dari 
Pasal 1370 KUH Perdata. Akan tetapi ada beberapa kekurangan yang 
menurut penulis harus diperbaiki, yaitu tidak setiap pelaku 
pembunuhan dapat melaksanakan restitusi terhadap keluarga korban 
dikarenakan tidak mampu dalam hal keuangan atau dapat dikatakan 
bahwa pelaku tersebut berkemampuan ekonomi rendah. Jadi jika hal 
tersebut terjadi maka restitusi pun tidak dapat dilaksanakan, tetapi 
keluarga korban dapat melakukan upaya lain yang disebut 
kompensasi. Kompensasi dalam Pasal 1 Ayat (10) UU No. 31 Tahun 
2014 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku 
tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sehingga 
direkomendasikan dalam Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 ditambah 
Ayat (7) yang mengatur “Dalam hal tindak pidana pembunuhan, jika 
pelaku pembunuhan tidak mampu melaksanakan restitusi, keluarga 
korban yang merupakan ahli waris berhak atas kompensasi.”  
2. Dalam UU No. 31 Tahun 2014 ada lembaga yang dapat 
memperjuangkan hak-hak dari korban tindak pidana yaitu Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penulis menyarankan LPSK 
menjalin kerjasama-kerjasama formal dengan lembaga penegak 
hukum lainnya (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, 
Komnas HAM, dll) untuk mengembangkan layanan pemberian 




korban tindak pidana (khususnya dalam hal ini menyangkut keluarga 
korban pembunuhan) dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu 
LPSK perlu diberi hak untuk berkerjasama dengan masyarakat dalam 
rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, 










Abdul Manan, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta: 
Kencana. 
Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 
1233 sampai 1456 BW, Jakarta : Rajawali Pers. 
C.S.T. Kansil, 2001. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet 8, 
Jakarta: Balai Pustaka.  
Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. Korban Kejahatan dalam Prespektif 
Viktimologi & Hukum Pidana Islam. Jakarta: Grhadhika Press. 
Djoko Prakoso. 1988. Masalah Ganti Rugi dalam KUHP. Bina Aksara: Jakarta.  
Haeranah, 2016, Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam 
Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara, Makasar: Pustaka Pena 
Pers. 
Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Edisi 
Revisi Cet 4, Malang: Bayumedia Publishing. 
Leden Marpaung. 1997. Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. 
Jakarta: Rajawali Pers.  
Lilik Mulyadi. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi. 
Jakarta: Djambatan.  
Lilik Mulyadi. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis Dan 
Praktik, Bandung: Alumni. 
Mardalis. 2010. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi 
Aksara. 
Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penulisan Hukum 
Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), 
Jakarta : Citra Aditya Bakti. 
Munir Fuady. 2005. Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, 
Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus). Bandung: Citra Aditya Bakti. 




Rachmat Setiawan. 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. 
Alumni: Bandung.  
Rachmat Setiawan. 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. 
Alumni: Bandung.  
Rena Yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. 
Satrio. 2005. Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan 
Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti: 
Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. 
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : 
Alfabeta. 
Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filfasat, Teori 
dan Praktik), Depok: RajaGrafindo Persada.  
Ulber Silalahi. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press. 
Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, 
Bandung: Eresco. 
Wirjono Prodjodikoro. 2000. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari 
Sudut Hukum Perdata. Bandung: Bandung.  
 
Peraturan perundang-undangan  
Akbar, Putra. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Bandung: WIPRES.  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban.  
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, 







Anonim. Ganti Rugi Psikis atas Korban Meninggal, 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13959/ganti-rugi-psikis-atas-
korban-meninggal  
Anonim. Gugatan (Lawsuit), 
https://arlandhany.wordpress.com/category/belajarhukum/hukum-acara-
perdata/  
Anonim. Putusan-Putusan Terkait Ganti Rugi Korban Meninggal, 
https://nasima.wordpress.com/tag/1370/  
Anonim, Gugaran ganti rugi perdata, http://www.legalakses.com/gugatan-ganti-
rugi-karena-pmh/  
 
